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TENTANG
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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/
131/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan
l’.enunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Polisi Pamong Praja dan

Peonsthiarars A
vengeluaran  Pembantu pada Satuan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2018; 5

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perln ditunjuk dan
ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan
Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dilingkungan Satnan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Mengingat Sl

Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi >
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 ‘.’;;
Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 ,:.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7) Jo i?’
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 {Lembuaran Negara Republik \%
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

B——

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
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